ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kronologis
Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Studi Kasus di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang)” dari berbagai
macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah
kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana
pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannnya yang
menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan
pemalsuan yang semakin kompleks.

Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat
penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang
diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya
belum pernah diketahui. Tahapan analisis terhadap data dengan menggunakan metode
deskriptif analitis dan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pemalsuan yang terjadi di Desa
Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang lebih disebabkan oleh adanya
pertemuan dua faktor yakni faktor internal (pelaku pemalsuan) dan faktor
eksternal (urbanisasi) yang terdapat kepentingan sesaat pelaku dengan cara
menyembunyikan istri dan pemalsuan ini membuat dokumen negara menjadi
tidak otentik, dan menimbulkan keresahan sosial di Desa Betek Kecamatan
Mojoagung Kabupaten Jombang.

Dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam berpandangan sama
bahwa tindak pidana pemalsuan akta termasuk kedalam suatu tindak kejahatan
atau jarimah. Karena, menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap
melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana pasal 266 ayat (1) dan (2) sebagai hukum umum, sedangkan menurut
hukum Islam perbuatan memalsukan akta dalam hukum Islam dianggap sebagai
suatu jarimah atau jinayah. Walaupun dalam hukum pidana Islam belum
ditemukan pembahasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan akta.
Akan tetapi, secara umum perbuatan memalsukan adalah termasuk dalam
kebohongan (a/-Kidzb), penipuan, pengelabuan, dan merupakan perbuatan zhalim
dengan melihat berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan
akta termasuk jarimah pemalsuan tanda tangan dan jarimah pemalsuan Bait al-
Maal, maka tindak pidana pemalsuan akta bisa digolongkan kedalam jarimah
ta‘zir yang dihukum dengan hukuman fa“zr yaitu berupa hukuman jilid dan
pengasingan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka Untuk mencegah
terjadinya tindak pidana pemalsuan akta diharapkan kepada para penegak hukum
dan masyarakat agar lebih memperhatikan lagi mengenai tindakan pemalsuan
tersebut, khususnya hukuman yang diberikan pada pelaku. Kemudian untuk bisa
mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan
akta, maka pihak berwajib atau Kepolisian harus lebih tegas.



